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ABSTRAK 

 

Suplemen adalah produk kesehatan yag mengandung satu atau 

lebih zat yang bersifat nutrisi atau obat. Yang dimaksud suplemen 

adalah termasuk obat metabolisme untuk menghambat nafsu makan, 

obat untuk menurunkan lemak dan kolestrol, obat untuk memperbaiki 

status gizi, penyegar tubuh, pembangkit tenaga, dan obat untuk sistem 

metabolik organ tertentu serta menambah masa otot. Namun 

bagaimana kasusnya jika suplemen tersebut dioplos dengan 2 merek 

suplemen tanpa uji laboratorium dahulu maka akan menyebabkan gizi 

yang berlebih. Pengoplosan suplemen merek A yang harga dan 

kualitasnya baik dioplos dengan suplemen merek B yang harganya 

lebih terjangkau tanpa mementingkan kandungannya kemudian 

oplosan suplemen tersebut dijual dengan harga di bawah suplemen 

mahal dengan iming-iming kualitas sama seperti merek. Hal tersebut 

sudah melanggar etika dalam berbisnis tentang perlindungan  

konsumen. 

Berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah dalam 

skripsi ini adalah pertama, Bagaimana pengoplosan suplemen fitness 

dan pengaruhnya bagi pemakai yang terjadi di Atlantis Gym 

Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung?, kedua, Bagaimana tinjauan 

hukum Islam tentang jual beli suplemen fitness oplosan?. tujuan 

penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pengoplosan dan paktik 

jual beli suplemen fitness dan pengaruhnya bagi pemakai yang terjadi 

di Atlantis Gym Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung dan Untuk 

mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli suplemen fitness 

oplosan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan field 

research sedangkan sifat penelelitian yang digunakan adalah 

pendekatan secara kualitatif.analisis data bersifat indukatif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Suplemen adalah produk 

kesehatan yang mengandung satu atau lebih zat yang bersifat nutrisi 

atau obat. Pengoplosan suplemen dengan 2 merek suplemen tanpa uji 

laboratorium dahulu  akan menyebabkan gizi yang berlebih. 

Pengoplosan suplemen merek A yang harga dan kualitasnya baik 
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dioplos dengan suplemen merek B yang harganya lebih terjangkau 

tanpa mementingkan kandungannya. Kemudian  suplemen oplosan  

tersebut dijual dengan harga di bawah suplemen original yang 

harganya mahal dengan iming-iming kualitas sama, sisi lain ada 

pengaruh negatif bagi pengguna suplemen oplosan seperti bisa  

kelebihan vitamin C,A,D,E,K, konsumsi zat besi berlebihan, 

gangguan seksual, meningkatkan resiko kematian, meningkatkan 

tekanan darah, menghambat penyerapan kalsium.  Hal tersebut sudah 

melanggar etika  tentang perlindungan  konsumen. Dalam pandagan 

hukum Islam suplemen oplosan selain ada manfaatnya bagi konsumen 

(olahragawan fitnes) berupa harga suplemen yang terjangkau (relatif 

murah dibanding suplemen original), pada sisi lainnya mengandung 

mudarat yang dapat merugikan kesehatan konsumen dalam jangka 

panjang sebagai point di atas, oleh karenanya dalam pandangan 

hukum Islam suplemen oplosan fitnes di atlantis gym tidak dapat 

dibenarkan dan hukumnya haram, karena berdampak buruk bagi 

kesehatan konsumen. 
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MOTTO  

 

َٰٓأيَُّهاَ لكَُم بيَۡىكَُم بِ  ٱلَّذِيهَ  يَ  اْ أمَۡىَ  طِلِ ءَامَىىُاْ لََ تأَۡكُلىَُٰٓ زَةً عَه  ٱلۡبَ  َٰٓ أنَ تكَُىنَ تجَِ  إلََِّ

اْ أوَفسَُكُمۡۚۡ إنَِّ  ىكُمۡۚۡ وَلََ تقَۡتلُىَُٰٓ َ تزََاضٖ مِّ   ٩٢كَانَ بكُِمۡ رَحِيمٗا  ٱللَّّ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis akan 

terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung 

dalam judul proposal skripsi ini. Dengan penegasan tersebut 

diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadappemaknaan 

judul dari beberapa istilah yang digunakan, adapun judul proposal 

skripsiini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli 

Suplemen Fitness Oplosan (Studi di Atlantis Gym Kelurahan 

SukabumiBandar Lampung) 

1. Tinjauan adalah hasil  meninjau,  pandangan,  pendapat , 

pemeriksaan yangteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan 

data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 

persoalan.
1
 

2. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan 

pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah 

laku mukallaf (orang yangsudah dapat dibebani kewajiban) 

yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagisemua 

pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah 

dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.
2
 

3. Jual Beli Menurut Kamus Bahasa Arab adalah al-bait  yang 

bearti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan 

sesuatu yang lain. Lafal al-bait biasanya digunakan untuk 

pengertian kata asy-syira yang bearti beli, dengan demikian 

kata al bai’ bearti jual sekaligus beli
3
. Sedangkan menurut 

                                                           
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 1078. 
2
Islam Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999),  17 
3 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab Indonesia (Jakarta:Hidakarya, 

1997),  56. 
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ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta benda 

dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)
4
. 

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau 

barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari 

yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai 

dengan ketentuan yang dibenarkan syara‟
5
. 

4. Suplemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah sesuatu yang             ditambahkan untuk melengkapi suatu 

produk yang berguna sebagai nutrisi tambahan. Ada berbagai 

macam jenis suplemen salah satunya adalah suplemen fitnes. 

Suplemen fitnes merupakan jenis suplemen yang banyak 

dicari oleh orang yang menginginkan bentuk tubuh yang 

ideal.
6
 

5. Oplosan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berasal 

dari kata oplos yang berarti mencampur obat dan sebagainya 

sedangkan oplosan sendiri berarti hasil mengoplos campuran 

larutan.
7
Dalam kasus ini oplosan yang dimaksud adalah 

mencampur suplemen merek Optimum Nutrition dengan 

suplemen mutant Amino yang  memberikan keuntungan lebih 

besar kepada penjual. Suplemen yang biasa dioplos oleh 

penjual adalah merek L-Men Platinum dengan Vectorlabs 

Master Whey. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan 

bahwa maksud judul penelitian ini adalah bagaimana pandangan 

hukum Islam terhadap  praktek jual beli suplemen fitnes yang 

dioplos yang terjadi di Atlantis Gym di Kelurahan Sukabumi 

Bandar Lampung. 

 

 

                                                           
4 Rachmat Syafei, Fiqh Mu;amalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  74. 
5A. Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan 

Bisnis (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 104. 
6Ebta Setiawan,“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Oline 

(dalam Jaringan)”,kbbi.web.id,2012-2019, https://kbbi.web.id/supelmen.html 
7EbtaSetiawan,“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Oline 

(dalam Jaringan)”,kbbi.web.id,2012-2019, https://kbbi.web.id/oplos.mengoplos.html 
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B. Latar Belakang Masalah 

Olahraga kebugaran otot merupakan olahraga yang 

sangat terkenal dan marak pada waktu sekarang ini. Kebugaran 

dengan latihan beban sudah menjadi kegiatan olah tubuh yang 

semakin diminati baik muda maupun orang dewasa, laki-laki 

maupun wanita. Oleh karena itu dapat dikatan semakin 

meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat, dapat 

terlihat dari banyaknya masyarakat Indonesia melakukan kegiatan 

olahraga, salah satunya fitness.
8
 

Kegiatan fitness ini masuk kedalam salah satu kegiaatan 

olahraga yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. 

Selain memiliki maanfaat untuk kebugaran tubuh atau kesehatan 

tubuh, kegiatan fitness atau nge-gym memiliki manfaat membentuk 

tubuh. Banyak gerakan-gerakan yang terdapat dalam olahraga 

fitness ini yang dapat membentuk tubuh sesuai keinginan masing-

masing. Dengan melakukan kegiatan fitness atau nge-gym bisa 

mendapatkan tubuh yang ideal dan juga kebugaran tubuh. Namun, 

hal itu bisa didapat jika melakukan aktifitas fitness yang memiliki 

program khusus. Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam olahraga 

fitness adalah latihan beban dan cardio. Latihan beban merupakan 

aktifitas yang tujuannya adalah meningkatkan masa otot. Dalam 

aktifitas latihaan beban seseorang akan mendapatkan bentuk tubuh 

ideal. Cardio merupakan aktifitas fitness yang bertujuan untuk 

melatih aktifitas jantung, dengan memicu aktifitas jantung maka 

oksigen terpompa keseluruh tubuh sehingga dapat meningkatkan 

metabolisme tubuh.
9
 

Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya kesehatan dan kecukupan zat gizi didalam tubuh 

sekaligus adanya kekhawatiran makanan yang dikonsumsi tidak 

dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi menyebabkan 

                                                           
8Andi Muttaqin, Ifwandi, Muhammad Jafar “Motivasi Member Fitness 

Center Dalam Melakukan Latihan Kebugaran Jasmani”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Unsyiah, Volume 2. No. 2 (Mei 2016), 100. 
9
Adi Saputra, “Fitness Adalah Gaya Hidup Untuk Seumur Hidup”. (On-

Line), tersedia di: http://www.bekasmedia. com/fitness-adalah-gaya-hidup-untuk-

seumur-hidup.(09 Oktober 2015). 
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produk suplemen makanan sangat laris di pasaran. Meskipun 

penggunaan suplemen masih menjadi perdebatan dikalangan 

peneliti namun belakangan ini penggunaan suplemen makin 

populer di berbagai lapisan masyarakat. Meski penggunaan 

suplemen menguntungkan bagi kesehatan namun jika 

penggunaannya salah apalagi sampai ada suplemen oplosan sendiri 

yang tidak ada uji labnya justru akan membahayakan kesehatan 

seseorang. 

Di lansir dari wabsite resmi L-Men terdapat 130 kalori 

dalam satu cangkir (33g) yag terdiri dari kalium 130, lemak 2 

gram, karbohidrat 5 gram dan protein 25 gram.
10

 Sedangkan 

kandungan suplemen Vectorlabs Master Whey terdapat 130 kalori 

dalam setiap 1 scoop (32g) yag terdiri dari 130 kalium, 1,5 gram 

lemak, 3 gram karbohidrat dan 25 gram protein.
11

Dari data jumlah 

nilai gizi di  atas dapat dilihat setiap merek suplemen telah 

menyesuaikan kebutuhan gizi dan kalori yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Penyesuaian nilai gizi tersebut pastinya sudah melalui uji 

klinis oleh ahli gizi yang mahir dibidangnya.  Namun bagaimana 

kasusnya jika suplemen tersebut dioplos dengan 2 merek suplemen 

tanpa uji laboratorium dahulu maka akan menyebabkan gizi yang 

berlebih. Belum lagi jika ada kandungan tertentu antara merek A 

dan B yang tidak dapat di satukan akan lebih berbahaya lagi 

akibatnya. Praktek jual beli seharusnya saling menguntungkan 

kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pembeli.
12

 

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih 

khusus dari sisi hukum Islam tentang status jual beli suplemen 

fitness oplosan dengan studi di Atlantis Gym Kelurahan Sukabumi 

Kota Bandar Lampung. 

 

 

                                                           
10

“L-Men Platinum”. (On-Line), tersedia di: https:www.l-men. 

com/products/l-men-platinum//, (04 Juni 2021). 
11

“Vectorlabs Master Whey” (On-Line), tersedia di: https://mobile.fatsecret. 

co.id/kalori-gizi/vectorlabs/master-whey/1-scoop, (04 Juni 2021). 
12

Ahmad Bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, Fatwa-fatwa Jual Beli Oleh,  

Ulama-Ulama Besar Tekemuka, (Bogor: Pustaka Iman Asy-Syafi‟i, 2005), 102. 
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C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Untuk membatasi studi secara efektif dan menyaring 

informasi bahwa penelitian ini akan terfokus pada status hukum 

tentang jual beli suplemen fitness oplosan menurut hukum Islam.  

Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah 

mengadakan penelitian di Atlantis Gym, dalam hal – hal yang 

berkaitan dengan pengoplosan sumplemen serta Di Tinjau dalam 

Fiqh Siyasah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pengoplosan suplemen fitness dan pengaruhnya 

bagi pemakai yang terjadi di Atlantis Gym Kelurahan 

Sukabumi Bandar Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli suplemen 

fitness oplosan di Atlantis Gym Kelurahan Sukabumi Bandar 

Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan,  mengkaji kebenaran dari suatu penelitian. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:    

1. Untuk mengetahui proses pengoplosan dan paktik jual beli 

suplemen fitness dan pengarunya bagi pemakai yang terjadi di 

Atlantis Gym Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli 

suplemen fitness oplosan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
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kontribusi ilmiah dalam studi Islam khususnya mengenai 

hukum jual beli suplemen fitness oplosan dan pengaruhnya 

bagi pemakai yang terjadi di Atlantis Gym Kelurahan 

Sukabumi Bandar Lampung dilihat dari sudut pandang hukum 

Islam. 

2. Secara praktis untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis sehubungan dengan masalah hukum jual beli 

suplemen fitnessoplosandari sudut pandang hukum Islam. 

 

G. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Setelah peneliti melakukan research terhadap penelitian-

penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah 

penelitian skripsi UIN Raden Fatah Palembang yang dilakukan 

oleh Gagah Pratama (2018), dengan judul “Pandagan Member 

Titan Gym Palembang Terhadap Beberapa Suplemen Fitnes 

Yang Tidak Berlebel Halal Dalam Perspektif  Hukum Ekonomi 

Syariah”. Fokus penelitian yang dilakukan oleh saudara Gagah 

Pratama adalah pandagan member Titan Gym Palembag terhadap 

suplemen fitness yang tidak berlebel halal dengan menggunakan 

hukum ekonomi syariah.
13

 

 Dalam penelitian tersebut mencakup tentang kehalalan 

dari suplemen fitness yang diperjual belikan di Titan Gym 

Palembang yang dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi 

Syariah. Penelitiannya termasuk penelitian lapangan (field 

research). Terlihat jelas perbedaannya dengan yang sedang 

peneliti teliti. Skripsi Gagah Pratama meneliti suplemen fitness 

yang tidak berlebel halal sedangkan peneliti meneliti suplemen 

fitness yang dioplos tanpa adanya uji laboratorium terlebih 

dahulu. 

                                                           
13

Gagah Pratama,  “Pandangan Member Titan Gym Palembang Terhadap 

Beberapa Suplemen Fitness Yang Tidak berlebel Halal Dalam Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah” (Skripsi Program Strata 1 Fakultas Syariah UIN Raden Fatah 

Palembang). 
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Penelitian berikutnya adalah skripsi milik M. Abdul 

Assumandy (2018), UIN Raden Intan Lampung yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium 

Campuran (Studi Kasus Pada Pedagang  Eceran di Kelurahan 

Kuripan Kecamatan Kota Agung Tanggamus). Penelitian ini 

mencakup teori huku Islam dan fiqh muamalah, akad jual beli 

dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi. 

Metode yag digunakan adalah metode lapangan. Hasil penelitian 

ini adalah bahan bakar premium yang dioplos dengan oli bekas 

tidak dibenarkan dalam pasal 58 UU No.52 Tahun 2001 dengan 

ancaman sanksi pidana dan dalam hukum Islam jual beli seperti 

ini mengandung ketidakjelasan atau gharar yang merugikan 

pembeli.
14

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang 

peneliti teliti adalah pada objek penelitian. Abdul Assumandy 

meneliti oplosan bahan bakar sedangkan peneliti meneliti oplosan 

suplemen fitness. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu 

penelitian itu dilaksanakan.
15

 Agar kegiatan praktis dalam 

penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan 

objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis 

merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian 

yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif. 

 

 

 

 

                                                           
14

M Abdul Assumandy, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan 

Bakar Premium „Campuran (Studi Kasus Pada Pedagang Eceran di Kelurahan 

Kuripan Kecamatan Kota Agung, Tanggamus)”, (Skripsi Program Strata 1 Fakultas 

Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018). 
15Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan 

Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016),  21. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan 

dilapangan atau pada responden.
16

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

bersifat deskriptif (menggambarkan) analisis, yaitu 

penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang 

telah ada.Data-data yang di dapat diambil sebagai 

rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis 

untuk menunjang dalam pembahasan. Bentuk penelitian 

deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis, yaitu 

penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui 

analisa terhadap praktek jual beli suplemen fitness eceran 

]dengan sistem oplos dilihat dari sudut pandang hukum 

Islam. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari 

sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh 

dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, 

yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang 

sebenarnya, yang di peroleh dari lapangan dengan cara 

wawancara.
17

Narasumber yang dimaksud adalah para 

penjual dan pembeli suplemen fitness oplosan di 

Atlantis Gym Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung. 

 

 

                                                           
16Ibid. 12. 
17Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode dan Penelitian Hukum, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 30. 
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b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

lain yang berada di luar lapangan penelitian atau 

bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh 

dari studi kepustakaan. 

c. Data Tersier 

Merupakan data pelengkap dari kedua data primer dan 

data sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, 

kamus hukum, dan artikel-artikel yang dapat membantu 

penelitian ini. 

3. Responden 

Responden adalah orang yang mengetahui dan terlibat  

(pelaku) dalam mengoplos dan atau pembeli (pemakai) 

Suplemen oplosan, adapun yang jadi responden dalam 

penelitian ini adalah 1 orang sebagai pelaku pengoplosan dan 

10 orang pengguna suplemen oplosan.  

4. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah : 

a. Metode Wawancara 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam.
18

 Wawancara dilakukan 

kepada para informan yaitu member Atlantis Gym 

Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung yang membeli 

suplemen fitness oplosan yang teridiri dari 10 orang dan 1 

orang penjual suplemen fitness oplosan. 

 

 

 

 

                                                           
18Ibid. 158. 
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b. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditunjukan pada subjek peneliti, namun 

melalui dokumen.
19

 

5. Metode Pengolahan Data 

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan 

dengan cara yaitu sebagai berikut : 

Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, 

kesesuaian dengan permaslahan yang diteliti sudah lengkap 

dan benar setelah semua data terkumpul.
20

Sistematika data 

(sistemazing) yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
21

 

Berdasarkan pokok-pokok bahasan dan sub pokok bahasan 

yang di identifikasi dari rumasan masalah. 

6. Analisis Data 

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara 

deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau 

lisan dari orang-orang yang dapat dimengerti.Analisa 

deskriptif kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan 

dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan 

pendekatan berfikir induktif.
22

 

Penelitian ini dilakukan dengan memaparkan 

informasi-informasi yang didapat dari responden yaitu 

member Atlantis Gym yang membeli suplemen fitness 

oplosan dan penjual suplemen fitness oplosan. Kemudian 

mengevaluasi dengan teori-teori yang terkait terhadap 

penelitian ini. 

 

                                                           
19Ibid. 170. 
20Amirullah, Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2006), 107. 
21Amirullah, Zainal Abidin, Pengantar Metode....,107. 
22Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian....,282. 
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I. Sistematika Pembahasan  

 Pada penelitian ini terdapat lima bab, yang terdiri dari 

satu bab dengan bab lainya ada keterkaitan dan 

ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain 

pembahasanya berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir 

dijelaskan berikut ini : 

 Bab pertama berisikan tentang penegasan judul 

skripsi, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, 

dan terakhir sistematika pembahasan. 

 Bab kedua memuat tentang landasan teori yang 

pertama Muamalah yang berisi tentang pengertian Muamalah, 

Ruang lingup Muamalah,,  Prinsip Muamalah, yamg kedua 

adalah Jual beli yanng memuat tentang pengertian dan dasar 

hukumnya, rukun dan syarat, macam-macam jual beli, hal 

yang diharamakan, ketiga perlindungan konsumen, yang 

memuat tentang pengertian perlindungan konsumen, 

perlindungan hukum konsumen dan hak kewajiban konsumen,  

 Bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian yang 

meliputi gambaran umum Objek penelitian yaitu: sejarah 

simmgkat Atlants Gym, Tujuan Berdirinya Atlantis Gym, 

Jumlah Member Atlantis Gym  yang Aktif berdasarkan jenis 

kelamin dan pekerjaan, visi dan misi Atlantis Gym, yang 

kedua suplemen fitnes oplosan di  Atlantis Gym.  

 Bab keempat merupakan analisis penelitian tentang 

Jual Beli Suplemen Fitnes Oplosan di Atlantis Gym, Tinjauan 

Hukum Tentang Jual Beli Suplemen Oplosan. 

 Bab kelima adalah penutup yang memuat tentang 

simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang 

dikerucutkan berdasarkan penjelasan bab – bab selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Muamalah  

1. Pengertian Muamalah  

  

 Fikih Muamalat terdiri dari dua kata yaitu, fikih dan 

muamalah.Fikih merupakan bentuk kata benda dari kata faqaha 

yang berarti mendalami sesuatu.Faqaha merupakan bentuk kata 

kerja yang menuntut kesungguhan seseorang dalam memahami 

dan mendalami sesuatu.Tak heran, jika tak kurang dari 19 ayat 

menggunakan kata fiqh yang kesemuanya dalam bentuk kata 

kerja. Sebagai contoh dalam surat at- Taubah ayat 112:  

 

 ٌَ ئبِىُ
َّٰٓ ٌَ َٱنت   بذُِو ٌَ َٱنۡع   ذُو ًِ ٌَ َٱنۡح   ئحُِى

َّٰٓ ٌَ َٱنس   كِعُى ٌَ َٱنز   جِذُو ٌَ َٱنس   َٱلَّٰۡۡٓيِزُو

عۡزُوفَِبَِ  ً ٌَ وَ َٱنۡ ََٱنُ بهىُ ٍِ ُك زَِع  ًُ ٌَ وَ َٱنۡ فظِىُ ََٱنۡح   ِهَنحُِذُودِ زََِٱلل  ب شِّ و 

 ٍَ إۡيُِيِ ًُ  ١١١ََٱنۡ

Artinya: Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu 

pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak 

pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 

mereka tentang agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya. (QS. at-Taubah ayat 112) 

 

 Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan 

manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan baik 

dengan cara tukar-menukar barang atau sesuatu yang 

bermanfaat. Di dalam bermuamalah, jual beli termasuk paling 

penting.Banyak sekali dalam kehidupan masyarakat 

menggunakan akad jual beli baik dalam rangka memenuhi 
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kebutuhan dalam kehidupan ataupun dalam hal 

mengembangkan harta milik.
23

 

2. Ruang Lingkup Muamalah  

Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup 

syariah dalam bidang muamalah, menurut Abdul Wahhab 

Khallaf, meliputi:
24

 

Pertama, Ahkam al-Ahwal al-Syakhiyyah (Hukum 

Keluarga), yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak 

dan kewajiban suami, istri dan anak.Ini dimaksudkan untuk 

memelihara dan membangun keluarga sebagai unit terkecil. 

Kedua, al-Ahkam al-Maliyah (Hukum Perdata), yaitu 

hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli 

(Al-Bai’ wal Ijarah), pegadaian (rahn), perserikatan 

(syirkah), utang piutang (udayanah), perjanjian („uqud ). 

Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur orang dalam 

kaitannya dengan kekayaan dan pemeliharaan hak-haknya. 

Ketiga, Al-Ahkam al-Jinaiyyah (Hukum Pidana), 

yaitu hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan 

sanksi-sanksinya.Adanya hukum ini untuk memelihara 

ketentraman hidup manusia dan harta kekayaannya, 

kehormatannnya dan hak-haknya, serta membatasi hubungan 

antara pelaku tindak kejahatan dengan korban dan 

masyarakat. 

Keempat, al-Ahkam al-Murafa’at (Hukum Acara), 

yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan (al-qada), 

persaksian (al-syahadah) dan sumpah (al- yamin), hukum ini 

dimaksudkan untuk mengatur proses peradilan guna 

meralisasikan keadilan antar manusia. 

Kelima, Al-Ahkam al-Dusturiyah (Hukum 

Perundang-undangan), yaitu  hukum yang berhubungan 

                                                           
23Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan 

Konsep, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), 29 
24Tersedia di 

https://suarapembaharu.wordpress.com/2014/06/08/ruanglingkup-muamalah/, di akses 

pada 28 Juni 2021, Pukul 15:58 

https://suarapembaharu.wordpress.com/2014/06/08/ruanglingkup-muamalah/
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dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan 

hakim dengan terhukum serta menetapkan hak-hak 

perorangan dan kelompok. 

Kenam, al-Ahkam al-Duwaliyyah  (Hukum 

Kenegaraan), yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan 

kelompok masyarakat di dalam negara dan antar negara. 

Maksud hukum ini adalah membatasi hubungan antar negara 

dalam masa damai, dan masa perang, serta membatasi 

hubungan antar umat Islam dengan yang lain di dalam 

negara. 

Ketujuh, al-Ahkam al-Iqtishadiyyah wa al-

Maliyyah (Hukum Ekonomi dan Keuangan), yaitu hukum 

yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta 

orang kaya, mengatur sumber-sumber pendapatan dan 

masalah pembelanjaan negara. Dimaksudkan   

untuk mengatur hubungan ekonomi antar orang kaya 

(agniya),  dengan orang fakir miskin dan antara hak-hak 

keuangan negara dengan perseorangan. 

3. Prinsip Mumalah  

 Secara general, terdapat dua prinsip atau asas dalam 

muamalah yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam 

prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni; 

a.setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya; 

b. mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan; 

c.keseimbangan antara yang transendent dan immanent;  

d. keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman. 

Sementara itu prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang 

diperintahkan dan yang dilarang. 

Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni;  

1) objek transaksi haruslah yang halal; 

2) adanya kerihdaan semua p ihak terkait;  
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3) pengelolaan asset yang amanah dan jujur.  

Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip juga:  

1) riba 

2) gharar;  

3) tadlis;  

4) berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti 

orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya.
25

 

 

B. Jual Beli 

1. Pengertian dan Dasar Hukum  

 Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-ba’i, 

sedangkan dalam Bahasa Arab disebut asy-syira  (beli).  Dua 

kata tersebut merupakan dua kata yang berlawanan artinya, 

namun orang Arab biasa mengungkapkan kata jual beli dengan 

satu kata ialah al-ba’i. Diartikan dalam al-ba‟i dalam 

penggunaan sehari hari mengandung pengertian tukar-menukar 

atau saling tukar. Dengan demikian jual beli adalah tindakan 

yang berupa tukar menukar barang secara suka sama suka 

dengan menggunakan alat pemabayaran secara sah.
26

 Menurut 

para ahli : 

a.Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar-menukar barang atau 

harta dengan barang atau harta milik orang lain yang 

dilakukan dengan cara tukar-menukar yang bernilai dengan 

semacamnya  dengan cara yang sah yakni ijab qabul. 

b. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar-menukar 

barang dengan barang yang lain dengan tujuan memberikan 

kepemilikan dan menerima hak milik.  

                                                           
25Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan 

Konsep, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), 32 
26Nasrun Haroen, Fiqh muamalah, ( jakarta : Gaya Media Pratama,2007),  

11.  
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c.Menurut imam nawawi, jualbeli adalah tukar menukar barang 

dengan tujuan kepemilikan.
27

 

Definisi lain menyebutkan bahwa jual beli adalah 

pertukaran benda atau barang yang mempunyai nilai secara 

sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian 

atauketentuan yang telah disepakati.
28

 

Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

Buku II pasal 30 ayat 2 bahwa ba’i secara umum berarti jual 

beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan 

uang. Dari pengertian secara umum terkait jual beli adalah akad 

pertukaran baik bendamaupun harta dengan tujuan kepemilikan, 

selain itu jeas bahwa akad jual beli merupakan bisnis 

(mu’awadhah) yang mengandung imbalan materil, berbeda 

dengan akad sosial (tabarru).  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan dan 

di definisikan bahwa jual beliadalah suatu perjanjian tukar 

menukar dari kedua belah pihak secara sukarela dengan 

ketentuan yang telah di sepakati bersama. 

Hukum asal jual beli (ba‟i) adalah mubah (boleh), 

namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, 

haram, sunah, dan makruh tergantung situasi dan kondisi 

berdasarkan maslahat. Dalil yang menjelaskan tentang hukum 

asal jual beli adalah salah satunya dalam Al-Qur‟an :  

َُ ََٱلل  نيُِّ ٍَ و  ََٱن ذِي  ٍ ُىُاَْيخُۡزِجُهىَُيِّ اي  تَِء    ً ٍَ وَ َٱنُُّىرَِ ئنِ ىََٱنظُّهُ اََْٱن ذِي ف زُوَّٰٓ ك 

غُىتَُأ وۡنيِ بَّٰٓؤُهىَُُ
ََٱنط    ٍ تِهَئنِ ىََٱنُُّىرَِيخُۡزِجُىَ هىَُيِّ   ً بََُٱنظُّهُ َأ صۡح   ئكِ 

َّٰٓ أوُْن  

ََٱنُ برَِ   ٌ هذُِو  ١٥٢َهىَُۡفيِه بَخ  

Artinya: Allah pelindung orang-orang yang beriman; dia 

mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) 

kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, 

pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang 

                                                           
27Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 

111 
28Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2002), 68.  
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mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada 

kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S. AL-

Baqarah:257)
29

 

 

Dari ayat di atas, Allah SWT telah menghalalkan atau 

memperbolehkan jualbeli dan mengharamkan transaksi riba 

hingga hal tersebut menjadi paduan bagi seorang muslim dalam 

dalam bertransaksi muamalah. Ulama telah sepakat bahwa jual-

beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan 

mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang 

lain. 

Para ulama Islam sejak zaman nabi hingga sekarang 

sepakat bahwa jual beli secara umum hukumnya mubah. 

Adapun secara logika, seseorang manusia membutuhkan 

barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan 

memperoleh barang orang lain tersebut dengan cara jual beli 

dan Islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang 

berguna bagi mereka. 

2. Rukun dan Syarat  

Setiap perjanjian jual beli harus ada beberapa hal agar 

akadnya sah dan mengikat.Beberapa hal tersebut disebut 

sebagaia rukun.Akad adalah ikatan antara dua pihak yaitu 

penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila 

belum ada ijab dan qabul antara kedua belah pihak yaitu penjual 

dan pembeli. Ijab qabul pada dasarnya dilakukan secara lisan, 

tapi apabila tidak memungkinkan bisa dengan isyarat asalkan 

kedua belah pihak memahaminya. 

Syarat-syarat dalam jual beli adalah merupakan unsur-

unsur yang harus dipenuhi oleh masing-masing sebelum 

melakukan jual beli, sehingga akan jelaslah sah atau tidak jual 

beli tersebut. Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, 

                                                           
29Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya (Jakarta: Institut Ilmu 

Al-Quran, 2014), 43 
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yaitu syarat terjadinya aqad (in’iqad), syarat sahnya aqad, syarat 

terlaksanakannya aqad (nafadz) dan syarat lujum.
30

 

Syaikhul Islam menyebutkan bahwa yang dapat dibatasi 

dari syarat-syarat itu ada dua pernyataan. Salah satunya 

dinyatakan: hukum dasar dalam berbagai aqad dan syarat ialag 

adanya larangan didalamnya, kecuali yang disebutkan 

pembolehannya dalam syariat. Ini merupakan pernyataan ahli 

zhahir dan termasuk dasar hukum ahli ushul Abu Hanifah, 

mayoritas Asy-Syafi‟i, sebagian rekan malik dan ahmad 

terkadang ahmad memberikan alasan kebatilan aqad, karena 

tidak disinggung oleh atsar dan qiyas. Begitu pula sebagian 

rekan-rekannya yang memberikan alasan tidak sahnya syarat, 

karena ia bertentangan dengan keharusan aqad, mereka berkata 

apapun yang bertentangan dengan keharusan aqad, maka ia 

batil. Sedangkan ahli zhahir tidak menganggapnya sah baik 

aqad maupun syaratnya, kecuali pembolehannya ditetapkan 

nash dan ijma‟. 

Penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Berakal 

Jual beli tidak dipandang sah apabila dilakukan oleh 

orang gila atau anak kecil yang tidak berakal. Dalam 

persoalan ini terjadi beberapa pendapat yang berbeda antara 

ulama dari Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat 

transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang telah 

mumayiz adalah sah. Mumayiz dimaksudkan mengerti 

dengan jual beli yang dilakukannya. Ulama Syafi‟iyah 

berpendapat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak 

lah sah karena ada ahliyah (kepantasan) dalam hal ini ulama 

Syafi‟iyah memandang aqid (pihak berakad) disyaratkan 

cerdas, maksudnya telah baligh dan mempunyai ahliyah 

dalam persoalan agama dan harta.
31

 

                                                           
30Ibn Abidin., Raad Al-mukhtar Ala Dar Al-Muktar, juz IV, 5. 
31Rozalinda, fiqh ekonomi syari’ah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 

66. 
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2. Atas kehendak sendiri 

Jual beli haruslah dilakukan atas kehendak sendiri 

secara sukarela dan bukan merupakan tekanan atau paksaan 

dari pihak lain, jual beli dengan paksaan tidak lah sah dan 

diperbolehkan. 

3. Menurut hukum Islam (fiqh) dikatakan baligh atau dewasa 

apabila telah berusia 15  tahun bagi anak laki-laki dan telah 

datang bulan atau haid bagi anak perempuan, oleh karena itu 

transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidaklah 

sah. Namun, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan 

mana yang baik  dan buruk tetapi belum dewasa (belum 

mencapai 15 tahun dan belum haid atau bermimpi) menurut 

sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan 

melakukan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil 

atau tidak bernilai tinggi seperti biasa terjadi dikalangan 

masyarakat itu sendiri, dan kita tau bahwa hukum Islam 

tidak membuat sesuatu peraturan yang menimbulkan 

kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.
32

 

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi rukun-

rukun jual beli, diantaranya adalah ijab dan qabul. Di dalam 

jual beli harus ada iab dan qabul, terkecuali untuk barang-

barang kecil, tidak perlu memerlukan ijab dan qabul, cukup 

dengan saling memberi sesuai kadar kebiasaan yang berlaku. 

Dalam ijab dan qabul tidak perlu kemestian menggunakan 

kata-kata khusus karena ketentuan hukumnya ada pada aqad 

dengan tujuan dan makna, bukan pada kata-kata dan bentuk 

itu sendiri. Syarat ijab dan qabul, sebagai berikut: 

a) Antara penjual dan pembeli berhubungan di satu tempat 

tanpa ada pemisah yang merusak aqad 

b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada harga 

yang mereka aqadkan, berupa barang yang dijual dengan 

harga barang tersebut 

                                                           
32A Khumaidi Jafar................, 105. 
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c) Objek jual beli, para ulama menetapkan bahwa barang yang 

diperjual belikan harus memenuhi syarat tertentu agar boleh 

dilakukan akad dan agar jual beli menjadi sah secara syariah 

serta memiliki manfaat dan harus diketahui keadaannya.  

Jual beli dikatakan sah apabila disertai dengan ijab dan 

qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul itu menunjukkan 

adanya kerelaan, atau suka sama suka dari pihak-pihak yang 

mengadakan jual beli. Suka sama suka tidak dapat diketahui 

melainkan dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan dari 

pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu kata-kata yang jelas 

atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksud dengan 

adanya kerelaan. 

3. Macam-Macam  

Secara garis besar dalam Islam jual beli ada beberapa 

bentuk atau jenis jual beli, secara globalnya jual beli itu dibagi 

kedalam dua bagian besar yaitu: 

a. Jual beli shahih 

Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu 

disyari‟atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah 

ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung 

pada hak khiyar.Jual beli yang telah memenuhi rukun dan 

syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi 

tidak terdapat padanya unsure-unsur yang dapat 

membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang 

menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada 

umumnya adalah sebagai berikut: 

1) Menyakiti si penjual 

2) Menyempitkan gerakan pasar 

3) Merusak ketentuan umum
33

 

b. Jual beli fasid (batal) 

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada 

perbuatan didunia karena melakukan perintah syara‟ dengan 

                                                           
33Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah. (Jakarta: Amzah, 2010),  202 
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meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, jual 

beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan 

syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan 

sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan 

anak kecil, orang yang gila, atau barang yang diperjual 

belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara‟ 

seperti bangkai, darah, babi, dan khamr. Jual beli yang batal 

ini banyak macam dan jenisnya, diantarnya: 

1) Jual beli  buah yang belum muncul dipohonnya 

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli 

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan 

4) Jual beli takaran dalam Islam 

c.Jual beli al-urbhan 

Jual beli bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu 

apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada penjual 

maka uang muka yang telah dibarat menjadi milik penjual. 

Jual beli tersebut dilarang. 

d. Jual beli barang najis 

Jual beli benda atau barang  yang hukumnya najis 

tidak sah seperti babi, bangkai, darah, khamr, sebab benda-

benda tersebut tidak mengandung makna-makna dalam arti 

hakiki menurut syara‟. 

e.Jual beli sesuatu yang tidak sah 

Para ulama fiqih bahwa jual beli barang yang tidak 

ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang 

baru berkembang. 

f. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan 

Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah 

seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkarnya. 
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4. Hal yang diharamkan  

a. Menipu dan membelit 

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik 

dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh mu‟amalah 

yang lain. Penjualan yang bersifat menipu seperti barang yang 

cacat diperjual belikan tanpa terlebih dahulu menjelaskan 

kepada pembelinya, prilaku yang demikian itu sangat keras 

pengharamannya disisi agama. Seorang muslim dituntut untuk 

jujur dalam seluruh urusannya. 

Jual beli gharar adalah semua jual beli yang 

mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan atau perjudian. 

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang 

bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad 

mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik 

mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah 

maupun menyerahkan objek akad tersebut.
34

 

Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu 

akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad 

akan terlaksna atau tidak. 

Hukum dan dalil mengenai gharar Surah al-baqarah : 188 

 

َ ل  ن كُىَب يُۡ كُىَبََِو  َأ يۡى   اْ طِمَِت أۡكُهىَُّٰٓ َبهِ بََّٰٓئنِ ىََٱنۡب   تذُۡنىُاْ َف زِيقٗبََبوَِٱنۡحُكَ و  نتِ أۡكُهىُاْ

لَِ َأ يۡى   ٍۡ ثۡىَِبََِٱنُ بسَِيِّ ََٱلِۡۡ  ٌ ى ًُ تىَُۡت عۡه  أَ   ١١١و 

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 

yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 

dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
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orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 

kamu Mengetahui.(Q.S. Al-baqarah : 188)
35

 

 

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa apabila 

melakukan perniagaan kita mestinya harus dilakukan suka 

sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu 

perniagaan yang dapat merugikan baik penjual ataupun 

pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung gharar. 

Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu 

akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad 

akan terlaksana atau tidak seperti melakukan jual beli ikan 

yang masih di dalam air (tambak). Dalam terminologi ilmu 

ekonomi, gharar lebih dikenal dengan dengan ketidak pastian 

atau resiko (risk). Sementara Ibnu Qayyim al-Zauziah 

mendefinisikan gharar  ialah sebagai suatu objek akad yang 

tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak. Dan 

Ibnu Hazm memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah 

satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad 

tersebut.
36

 

Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah gharar 

sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang 

bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di 

dalamnya. Imam Nawawi mengatakan : Larangan jual beli 

gharar merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh 

karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. 

Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat 

banyak, dan tidak terhitung. Dan adapun isu hukum yang 

timbul dari pada hadist tersebut ialah tentang definisi atau 

maksud gharar yang dilarang dalam hadist ini.Jika dikaji 

karya-karya fiqh klasik tentang makna gharar, boleh 

dikatakan terdapat berbagai definisi dari pada para fuqaha‟ 

tentang konsep gharar. Dan dalam makalah ini pemakalah 

                                                           
35

Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya (Jakarta: Institut Ilmu 

Al-Quran, 2014), 40. 
36Harun. Nasrun, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 
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akan menyajikan pembahasan tentang hadist yang disebutkan 

di atas. Baik itu dari segi makna gharar itu sendiri, maupun 

pentafsiran gharar itu sendiri dari hadist tersebut menurut 

para pakarnya. 

Pelarangan gharar juga terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 29 

yakni: 

 ٍَ َّٰٓأ يُّه بٱن ذِي ن كُىَب يُۡ كُىَبََِي   اَْأ يۡى   َت أۡكُهىَُّٰٓ ُىُاَْل  اي  طِمَِء  ةًََٱنۡب   ز  َتجِ    ٌ َت كُى ََّٰٓأٌ  ئلِ 

َ  ٌ َئِ كُىۡۚۡ فسُ  اَْأَ  َت قۡتهُىَُّٰٓ ل  َو  ُكُىۡۚۡ اضَٖيِّ ٍَت ز  بََٱلل  َع  ًٗ حِي َبكُِىَۡر   ٌ ب  ١٢ك 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-

Nisa: 29)
37

 

  

Macam-macam jenis gharar dilihat dari peristiwanya, 

jual beli gharar bisa ditinjau dari tiga sisi, yang pertama: jual 

beli barang yang belum ada (ma‟dum), seperti jual beli habal al 

habalah (janin dari hewan ternak). Yang kedua: jual beli barang 

yang tidak jelas (majhul), baik yang muthlak seperti pernyataan 

seseorang: “aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga 

sepuluh juta”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas atau 

bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan 

seseorang:” aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, 

namun ukuran tanahnya tidak diketahui. Yang ketiga: jual beli 

barang yang tidak mampu diserah terimakan. 

b. Menjual barang dengan sumpah palsu 

Diharamkan bagi seseorang yang menjual barangnya 

dengan menggunakan banyak sumpah, terlebih lagi sumpah 
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palsu.Hal demikian supaya barang dagangannya cepat laris atau 

laku. Jangan lah bersumpah atas nama Allah ketika dalam jual 

beli dan jangan membiasakan diri dengan berbuat demikian, 

karena keuntungan dunia yang kita kejar adalah lebih kecil dan 

lebih rendah dari pada seorang itu bersumpah atas nama Allah 

meskipun ia benar. 

c. Mengurangi takaran atau timbangan. 

d. Menjual anggur kepada orang yang bisa menjadikannya khamer 

dan senjata yang digunakan untuk menfitnah. 

e. Menjual barang yang sudah dijual orang lain 

Seseorang membeli sesuatu jenis barang dengan syarat khiyar 

dari pihak pembeli. Tiba-tiba dating penjual lain menawarkan 

jenis barang serupa dengan saran agar si pembeli membatalkan 

pada pihak yang pertama dan membeli dengan harga yang lebih 

murah. 

f. Menjual yang masih samar 

Setiap akad perdagangan yag membawa pertentangan apabila 

barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsure 

penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara si 

penjual dan si pembeli atau karena ada salah satu yang menipu. 

g. Berdagang dengan jalan riba 

h. Jual beli secara ‘ayyinah 

Orang yang membutuhkan uang membeli suatu barang dengan 

harga tertentu dengan pembayaran waktu tertentu, dengan 

kemudian barang itu dijual kembali kepada orang tadi menjual 

kepadanya dengan pembayaran langsung yang lebih kecil 

i. Jual beli secara talji’ah 

Yaitu apabila seseorang yang menjual barangnya kepada orang 

yang zalim karena takut akan gangguannya, dengan mengikuti 

ketentuan-ketentuannya yang berlaku darinya.  
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j. Jual beli dengan tanajusy 

Yaitu jual beli dimana seseorang dengan secara sengaja untuk 

menambah harga barang melalui orang lain yang sudah ditatar 

(dikonfirmasikan) sebelumnya, hal ini dimaksudkan untuk 

menaikan harga barang untuk meraih keuntungan secara 

berlebih padahal ia hanya pura-pura dan tidak ada maksud 

membeli barang tersebut. 

 

C. Perlindungan Hukum Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Hukum  

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum yang harus diberikan oleh aparat hukum 

untukmemberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik 

dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 

Perlindungan hukum adalah prlindungan akan harkat 

dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia 

yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kewenangan atau sebagian kumpulan peraturan 

atau kaidah yang akan didapat melindungi suatu hal dari 

lainya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelangaran dari 

suatu yang mengakibatkan terpenuhinya hak-hak tersebut. 

Perlindungan hukum dalah penyempitan arti dari 

perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan 

adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh 

manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan 

sesama manusia serta lingkunganya. Sebagai subjek hukum 

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 

tindakan hukum. 
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Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah 

tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari 

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai 

dengan aturan hukum, untuk mewudjukan ketertiban dan 

kententraman sehingga memungkinkan manusia menikmati 

martabatnya.
38

 

Menurut Muchin, perlindungan hukum merupakan 

suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui 

peratuan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan 

pelaksanaanya dengan suatu sanksi.perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu :  

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah 

dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dengan maksud untukmencegah suatu 

pelanggaran sertamemberikan rambu-rambu atau batasan-

batasan dalammelakukan kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif  

Perlindungan hukum represif merupakan 

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara , 

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 

butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa 

perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada 

Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK 

atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

ini. 

Keadilan dibentuk pleh pemikiran yang benar, 

dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas 

                                                           
38 Setiono,  Rule Of Law (Supermasi Hukum)  



 29 

tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus 

ditegakan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakan 

keadilan dalamhukum sesuaidengan realitas masyarakat yang 

menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. 

Keadilan yang harus dibangunsesuai dengan cita hukum 

dalam negara hukum,bukan negara kekuasaan. Hukum 

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, 

penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur ; 

1. Kepastian hukum 

2. Kemanfaatan hukum 

3. Keadilan hukum 

4. Jaminan hukum.
39

 

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan 

manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus 

dilakukan secara prefesional. Pelaksanaan hukum dapat 

berlangsung normal, damai, dan tertib.hukum yang telah 

dilanggar harus ditegakan melalui penegakan hukum. 

Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian 

hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan 

sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan akan tertib, 

aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam 

pelaksanaan penegakan huku. Hukum adalah untuk manusia 

maka pelaksanaanya harus memberi manfaat dan kegunaan 

bagi masyarakat .masyarakat yang mendapatkan perlakuan 

yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. 

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu 

dalam kenyataan. Dengan perlindungan hukumyang kokoh 

akan terwujud tujuan hukum secara umum : ketertiban, 

keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kebenaran, dan 

keadilan. 

Aturan hukum baik berupa undang-undang hukum tidak 

tertulis, dengan demikian,  berisi aturan-aturan yang bersifat 

umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 
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dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan 

sesama maupun dalam hubunganya dengan masyarakat. Aturan-

aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani 

atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan 

semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan 

kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum 

mengandung dua pengertian : 

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat setiap orang 

mengetahui perbuatan apa boleh atau tidak boleh dilakukan . 

2. Berupa keamanan yang bersifat umum setiap orang dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

negara terhadap individu. 

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam 

undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam 

putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan 

hakim yang lainya untukkasus serupa yang telah diputuskan.
40

 

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga 

kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh 

menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur dalam 

undang-undang atau bertentang dalam undang-undang. Apabila 

hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan 

demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada 

sehinnga akibat yang terjadi karenaadanya peraturan yang harus 

dipulihkan seperti sediakala.
41

 

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa 

perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman 

terhadap harkat martabat manusia serta pengakuan terhadap hak 

asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum 

bagi rakyat Indonesia, bersumber pada Pancasila dan konsep 

negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan 

pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat 

manusia. Termasuk di dalam nya mengenai hukum 
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perlindungan konsumen ini juga mengacu pada perlindungan 

hukum, dimana perlindungan konsumen juga termasuk di dalam 

nya bertujuan untuk melindungi setiap individu dari suatu 

kejadian yang melanggar hukum. 

2. Perlindungan Hukum Konsumen 

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks 

ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang 

kompetetif. Terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak ada 

pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu 

mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk 

memilih produk memilih produk mana menawarkan nilai 

terbaik, dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku 

usaha dan produsen yang mampu menetapkan harga 

berlebihan atau menawarkan dengan kualitas rendah. 

Perlindungan konsumen tidak hanya terhadap barang-

barang yang berkualitas rendah, akan tetapi terhadap barang-

barang yang membahayakan kehidupan masyrakat. 

Pelindungan konsumen adalah istilah yang menggambarkan 

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam 

usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang 

merugikan konsumenitu sendiri. UUPK menyatakan bahwa, 

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan  kepada 

konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang 

luas,meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan 

jasa, yang berawal dari tahap kegiatan  untuk mendapatkan 

barang dan jasa hingga sebab akibat dari barang dan/jasa 

tersebut. 

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan 

dalam dua aspek, yaitu: 

a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan 

kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah 

disepakati. 

b. Perlindungan terhadap diberlakukanya syarat-syarat yang 

tidak adil kepada konsumen. 
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Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan 

konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma 

perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sanksi pidana. 

Singkatnya, bahwa segala upaya yang di maksudkan dalam 

perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan 

represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan 

konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan 

dengan: 

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta 

menjamin kepastian hukum.  

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan 

kepentingan seluruh pelaku usaha. 

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik 

usaha yang menipu dan menyesatkan. 

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan 

pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang 

perlindungan pada bidang-bidang lainya. 

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum.
42

 Teori hukum bertujuan 

untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar 

filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah 

sesuatu yang abstrak, namun dalam manisfestasikan dapat 

berwujud kongkret. Suatu ketentuan hukum daoat dinilai baik 

juga akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapan adalah 

kebaikan, kebagian yang sebesar-besarnya,dan kurang 

pendeitaan. Maka, hukum perlindungan konsumen adalah 

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan 

melendungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan 

an penggunaan produk konsumen antara penyedia dan  
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penggunanya, dalam kehidupan masyarakat. Tegasnya hukum 

perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan 

perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan 

perundang-undangan lainya serta putusan hakim yang 

susbstansinya mengatur mengenai mengenai kepentingan 

konsumen. 

Hal ini terkait dengan pasal 64 UUPK yang berbunyi 

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan 

melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang 

ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur 

secara khusus dan/atau tidak bertentang dengan ketentuan dalam 

undang-undang ini”.
43

 

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam 

islam,praktis sama persis dengan sumber hukum islam yang 

diakui oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), yaitu; Al-Quran, 

Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perlindungan konsumen merepukan hal 

yang sangat penting dalam hukum islam. Karena Islam melihat, 

bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan 

keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik 

secara luas,bahkan menyangkut hubungan antara Allah SWT. 

Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan 

syariat Islam merupakan kewajiban  negara. 

Dalam Islam konsep halal dan haram, serta keadilan 

ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi 

Islam.
44

 Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen 

meliputi perlindungan terhadap zat, proses prouksi, distribusi, 

tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang 

dan/jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, barang, dan/jasa 

yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara 

memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanngar ketentuan 

syara’. 
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Praktis sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia 

belum mengenal istilah konsumen. Kendatipun demikian, hukum 

positif Indonesia berusaha untuk menggunakan beberapa istilah 

yang pengertiannya berkaitan dengan konsumen tersebut 

mengacu kepada perlindungan konsumen, namun belum memliki 

ketegasan dan kepastian hukum dan hak-hak konsumen. Undang-

undang Nomor 10 Tahun  1961 tentamg barang, dalam 

pertimbanganya menyebutkan kesehatan dan keselamatan rakyat, 

mutu dan susunan (komposisi) barang. Penjelasan undang-

undang ini menyebutkan variasi barang dagangan yang bermutu 

kurang baik atau tidak baik dapat membahayakan dan merugikan 

kesehatan rakyat. Maka perlu adanya pengaturan tentang mutu 

maupun susunan bahan serta pembungkusan barang-barang 

dagangan. Undang-undang  Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, secara tegas menyebutkan dengan 

istilah “pengguna jasa” (Pasal 1 Angka 10) sebagai konsumen 

jasa, yang diartikan sebagai setiap orang dan/atau badan hukum 

yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan maupun barang. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, 

menggunakan “setiap orang” untuk pemakai, pengguna dan/atau  

pemanfaat jasa kesehatan dalam konteks konsumen, hal ini 

disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1, Pasal 3,4,5 dan Pasal 46. 

Istilah “masyarakat” juga digunakan dalam undang-undang ini 

dengan asumsi sebagai konsumen, hal ini termasuk dalam Pasal 

9, 10, dan Pasal 21.  

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan 

beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu; 

pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. 

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Dagang 

ditemukan istilah tertanggung dan penumpang. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah 

mengenal istilah konsumen, dan menyebutkan bahwa konsumen 

adalah setiap pemakai  dan/atau pengguna barang dan/jasa baik 
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untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak 

lain.
45

  

Inostensius Samsul menyebutkan konsumen adalah 

pengguna atau pemakaiakhir produk, baik sebagai pembeli 

maupun diperoleh dengan cara lain, seperti pemberian, 

hadiah,dan undangan.
46

  

Mariam Darus Badrul Zaman, mendefenisikan konsumen 

dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh 

kepustakaan belanda, yaitu Semua individu  yang menggunakan 

barang dan jasa secara konkret dan riil.
47

   

Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan 

Konsumen menyebutkan, konsumen adalah setiap orang yang 

memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 

mahluk hidup lain nya dan tidak untuk diperdagangkan.
48

 

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen di atas, maka 

konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu,
49

   

a. Konsumen komersial (comersial consumer), adalah setiap 

orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan 

untuk memproduksi barang/jasa lain dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan. 

b. Konsumen antara (intermediate consumer), adalah setiap 

orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan 

untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari 

keuntungan.  

c. Konsumen Akhir (ulimate consumer/and user), adalah setiap 

orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa 
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untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi,keluarga 

orang lain, dan mahluk hidup lainnya dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan 

kembali. 

Dalam Islam, para ahli hukum Islam terdahulu (fukaha) 

tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya 

sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, 

sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen 

dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi konsumen 

menurut Islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus 

tentang perlindungan konsumen.  

Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen 

berangkat dari pandangan atau konsep islam terhadap harta, hak 

dan kepemilikan dengan kepemilikan dengan traksaksi atau tidak, 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen 

Islam. Definisi tersebut adalah setiap orang, kelompok atau badan 

hukum pemakai benda atau jasa karena adanya yang sah, baik ia 

pakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi 

selanjutnya.
50

 

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak hanya 

terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan 

hukum seperti yayasan, perusahaan,  atau lembaga tertentu.
51

 

Definisi ini sedikit bertentangan dengan definisi konsumen 

menurut UUPK yang menyatakan, bahwa konsumen adalah 

setiap orang dan tidak termasuk didalam hukum perusahaan. 

Karena bukan tidak mungkin produk cacat yang dipakai 

oleh konsumen komersial atau konsumen antara produksi atau 

yang diperdagangkan kembali, akan melahirkan produk baru 

yang cacat pula. Kondisi ini juga menimbulkan kerugian pada 

yang mengonsumsi produk tersebut, sekaligus juga merugikan 

pihak konsumen antara yang harus bertanggung jawab terhadap 

produknya. 
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Maka, perlindungan konsumen sesungguhnya tidak 

hanya berlaku bagi konsumen akhir saja, melainkan juga 

perlindungan terhadap konsumen komersial dan konsumen atara 

yang mempoduksi atau memperdagangkan kembali barang 

dan/jasa yang diterima dari produsen lainya. Dengan demikian 

pula terhadap perlindungan yayasan, kelompok masyarakat, 

badan hukum dan perusahaan selaku konsumen. 

Hukum ekonomi Islam tidak membedakan antara 

konsumen akhir dengan konsumen antara dan konsumen 

komersil. Karena konsumen dalam Islam termasuk semua 

pemakai barang dan/atau jasa, baik yang dipakai langsung habis 

maupun dijadikan sebagai alat perantara untuk memproduksi 

selanjutnya. Menurut Islam, keadilan ekonomi Islam adalah milik 

semua orang baik berkedudukan sebagai individu maupun 

kelompok atau publik.
52

 

3. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Presiden Jhon F.Kennedy mengemukakan empat hak 

konsumen yang harus dilindungi, yaitu : 

a.Hak memperoleh keamanan (the right of safety) 

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen 

dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan 

keselamatan konsumen. Poda posisi ini, intervensi, tanggung 

jawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin 

keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting. 

Karena itu pula, pengaturan dan regulasi perlindungan 

konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari 

perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan dapat 

membahayakan keselamatan konsumen. 

b. Hak memilih (the right  of choose)   

Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak 

preogratif konsumen apakah ia akan membeli barang 

dan/jasa. Oleh karena itu, tanpa ditunjang oleh hak untuk 
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mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang 

patut, dan penghasilan memadai, maka hak ini tidak ada 

artinya. Apalagi dengan meningkatnya tekhnik penggunaan 

pasar terutama lewat iklan, maka hak untuk memilih ini 

lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor di luar dari 

konsumen. 

c.Hak untuk mendapat informasi (the right to be informed) 

Hak ini mempunyai arti yang sangat  fundemental 

bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan 

kehidupan ekonominya.  Setiap keterangan mengenai suatu 

barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, 

haruslah diberikan secara selengkap mungkin dan dengan 

penuh kejujuran. Informasi baik secara langsung maupun 

baik melalui media komunikasi seharusnya disepakati 

bersama agar tidak menyesatkan konsume. 

d. Hak untuk di dengar (the right to be heard).  

Hak ini dimaksudkan untuk  menjamin konsumen 

bahwa kepentinganya harus diperhatikan dan tercermin 

dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut di dengar 

dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut. Selain itu, 

konsumen juga harus di dengar setiap keluhanya dan 

harapanya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang 

dipasarkan produsen.  

PBB melalui Resolusi Nomor A/RES/39/248 

tanggal 16 April 1985 tentang perlindungan konsumen 

(Guidelines for Consumer Protection) merumuskan enam 

kepentingan konsumen yang harus dilindungi, meliputi:
53

 

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap 

kesehatan dan keamananya. 

b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial 

konsumen. 
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c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen 

untuk memberikan kemampuan mereka melakukan 

pilihan yang tepat  sesuai kebutuhan pribadi.  

d. Pendidikan konsumen. 

e. Tersedianya ganti rugi yang efektif. 

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau 

organisasi lainya  yang releven dan memberikan 

kesempatan kepada organisasi tersebut  untuk 

menyerukan pendapatnya dalam pengambilan keputusan 

yang menyangkut kepentingan mereka. 

Organisasi Konsumen Sedunia (Internasional 

Organization of Consumers Union-IOCU) menambahkan 

empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi , yaitu :
54

 

a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan. 

b. Hak kepentingan ekonomi. 

c. Hak mendapat ganti rugi. 

d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersihdan 

sehat. 

Masyarakat ekonomi eropa juga telah menetapkan 

hak-hak dasar konsumen yang perlu mendapat 

perlindungan,yaitu : 

a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan. 

b. Hak kepentingan ekonomi. 

c. Hak mendapat ganti rugi. 

d. Hak atas penerangan. 

e. Hak untuk didengar. 

YKLI menambahkan suatu hak dasar lagi sebagai 

pelengkap empat hakdasar konsumen yang dikemukakan 

oleh Jhon.  F. Khenendy, yaitu hak mendapatkan 
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lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga 

keseluruhanya dikenal sebagai Panca Hak Konsumen.
55

 

Menurut Prof. Hans W. Micklitz, dalam 

perlindungan konsumen secara garis besar dapat di tempuh 

dua model kebijakan. Pertama, kebijakan pelaku usaha 

memberikan informasi yang memadai kepada konsumen 

(hak atas informasi). Kedua, kebijakan kopensatoris yaitu 

kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap 

kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan 

kesehatan).
56

  

Konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan 

kebijkan komplementer (memberikan informasi) saja tetapi 

juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris 

guna meminimalisir resiko yang ditanggung konsumen. 

Misalnya dengan cara mencegah produk berbahaya untuk 

tidak mencapai pasar sebelum lulus pengujian.  Hak dan 

kewajiban konsumen prespektif UUPK : 

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen menetapkan hak-hak konsumen  sebagai berikut:
57

 

a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang dan atau jasa. 

b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta 

mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

c. Hal atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhanya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan. 

                                                           
55 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . (Jakarta: Grasindo, 

2000,  16. 
56 Ibid., 49.  
57 Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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e. Untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaiaan sengketa perlindungan konsumen secara 

patut. 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan 

konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 

jujur secara tidak diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya. 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan 

lainya. 

Selain hak hak konsemen tersebut, UUPK juga 

mengatur hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-

pasal berikutnya, yakni tentang kewajiban pelaku usaha. 

Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antonomi dalam 

hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan 

sebagai (merupakan bagian dari) hak konsumen. Kewajiban 

pelaku usaha antara lain: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.  

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta 

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan.  

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 

jujur serta deskriminatif. 

d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang di produksi dan/atau 

jasa yang berlaku. 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 

dan, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 

memberi jaminan dan/atau diperdagangkan. 
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f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakian dan pemanfaatan 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa yang 

diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Selain hak-hak yang telah disebutkan tersebut, ada 

juga hak yang dilindungi dari akibat negatif persaingan 

curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa kegiatan 

bisnis yang dilakukan pengusaha sering tidak jujur, yang 

dalam hukum dikenal  dengan terminologi “persaingan 

curang”(unfair compettion) atau pengusaha tidak sehat. 

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen 

memiliki kewajiban untuk:
58

 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan sdan keselamatan. 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang dan/jasa. 

c. Membayar dengan sesuai nilai tukar yang disepakati. 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut. 

Secara bersamaan, pelaku usaha juga memiliki ha-hak 

yang harus dilindungi. Hak-hak pelaku usaha ini juga 

merupakan bagian dari kewajiban konsumen, yaitu:
59

 

a. Hak untuk menerim a pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 

dan/atau jasa yang di perdagangkan. 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad baik. 

                                                           
58 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
59 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 
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c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum dan sengketa konsumen. 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti seacara 

hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 

barang dan/jasa yang diperdagangkan. 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainya. 

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen menetapkan larangan-larangan 

bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian  konsumen. 

Pelanggaran terhadap larangan-larangan  tersebut merupakan 

tindak pidana.  

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang: 

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan 

jumlah dengan hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam 

label atau etiket barang tersebut. 

3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah 

dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 

4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemajuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 

5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan terteentu 

sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut. 

6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut. 

7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 
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8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal 

sebagaimana dicantumkan dalam label. 

9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat bersih atau neto, komposisi 

aturan pakai,tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan 

alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan 

yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. 

10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang 

rusak dan cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan 

informasi secara lengkap dan benar atas brang yang dimaksud. 

Pelaku usaha juga dilarang untuk memperdagangkan sediaan 

farmasi  dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, 

dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan 

benar. Maka pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut, 

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut wajib 

menariknya dari peredaran. 

Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan, 

menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, suatu barang 

dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: 

a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki 

potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya 

atau mode tertentu, karakteristik tertentu , sejarah atau 

guna tertentu. 

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. 

c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau 

jasa memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, 

keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu. 

d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang 

mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi. 

e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia. 
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f. Barang tersebut tidak mengundang cacat tersembunyi. 

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang 

tertentu. 

h. Barang tersebut meupakan kelengkapan dari barang 

tertentu. 

i. Secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung 

merendahkan barang dan/atau jasa lain. 

j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, 

tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek 

sampingan tanpa keterangan yang lengkap. 

k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janjiyang belum 

pasti. 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 

yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, 

mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan 

yang tidak benar atau mengenai: 

a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. 

b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa. 

c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas 

suatu barang dan/atau jasa. 

d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang 

ditawarkan. 

e. Bahaya penggunaan barang dan/atau  jasa. 

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan 

melalui cara obral atau lelang, dilarang 

mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: 

a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah 

memenuhi standar mutu tertentu. 

b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah 

tidak mengandung cacat tersembunyi. 

c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan 

melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain. 
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d. Tidak menyediakan barang dengan jumlah tertentu 

dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual 

barang yang lain. 

e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau 

dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang 

lain. 

f. Menaikan harga atau tarif  barang dan/atau jasa sebelum 

melakukan obral.  

Pelaku usaha dilarang menawarkan,mempromosikan 

atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga 

atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Jika pelaku 

usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai 

dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, di promosikan 

atau diiklankan. 

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, 

atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara 

menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa 

lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya 

atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikanya. 

Pelaku usaha dilarang menawarkan mempromosikan atau 

mengiklankan obat, obat tradisional suplemen makanan, alat 

kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara 

menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa 

lain. 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 

yang ditunjukan untuk diperdagangkan dengan memberikan 

hadiah melalui cara undian,dilarang untuk: 

a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu 

yang dijanjikan. 

b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa. 

c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan. 

d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah 

yang dijanjikan. 
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Pelaku usaha dalam menawarkan barangdan/atau jasa 

dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain 

yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis 

terhadap konsumen. Pelaku usaha dalam menawarkan barang 

dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: 

a. Tidak menepati pesanan dan/ atau kesepakatan waktu 

penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.  

b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau 

prestasi. 

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: 

a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas bahan, 

kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa 

sertakeetepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa. 

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa. 

c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat 

mengenai barang dan/atau jasa. 

d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian 

barang dan/atau jasa. 

e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin 

yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. 

f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai periklanan.   
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